
PENERAPAN PRINSIP KEPATUTAN DAN KEWAJARAN 

SEBAGAI BATASAN NOTARIS DALAM MENJALANKAN 

JABATAN DILUAR TEMPAT KEDUDUKANNYA 

 

 

 
Diajukan oleh : 

 

MIFTAHUL IBAD 

12223046 

 
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN 

UNIVERSITAS NAROTAMA 

SURABAYA 

2025 



 



PENERAPAN PRINSIP KEPATUTAN DAN KEWAJARAN 

SEBAGAI BATASAN NOTARIS DALAM MENJALANKAN 

JABATAN DILUAR TEMPAT KEDUDUKANNYA 

 

 

 
Diajukan oleh : 

 

MIFTAHUL IBAD 

12223046 

 
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN 

UNIVERSITAS NAROTAMA 

SURABAYA 

2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i 



TESIS 

PENERAPAN PRINSIP KEPATUTAN DAN KEWAJARAN SEBAGAI 

BATASAN NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATAN DILUAR 

TEMPAT KEDUDUKANNYA 

 

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan 

Program Studi Magister Kenotariatan 

Fakultas Hukum 

Universitas Narotama Surabaya 

 

 

Disusun oleh : 

 

MIFTAHUL IBAD 

12223046 

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN 

UNIVERSITAS NAROTAMA 

SURABAYA 

2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

MOTTO 

 

 

 

Courage does not mean the absence of fear, but the ability to face fear and move 

forward even when unsure of the outcome. 

(Keberanian bukan berarti tanpa rasa takut, tapi kemampuan untuk menghadapi 

rasa takut dan melangkah maju meski tidak yakin dengan hasilnya.) 
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RINGKASAN 

 

 

PENERAPAN PRINSIP KEPATUTAN DAN KEWAJARAN SEBAGAI 

BATASAN NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATAN DILUAR 

TEMPAT KEDUDUKANNYA 

Tesis ini membahas mengenai penerapan prinsip kepatutan dan kewajaran dalam 

praktik kenotariatan, khususnya sebagai batasan hukum terhadap notaris yang 

menjalankan jabatannya di luar tempat kedudukannya. Undang-Undang Jabatan 

Notaris (UUJN) mengatur bahwa notaris memiliki tempat kedudukan di suatu 

kabupaten/kota dan tidak boleh secara tetap dan berturut-turut menjalankan 

jabatannya di luar wilayah tersebut. Namun, UUJN juga membuka peluang dengan 

memberikan fleksibilitas dalam kondisi tertentu, meski tidak diatur secara rinci. 

Dalam praktiknya, ketidakjelasan batasan tentang tindakan “berturut-turut” dan 

“secara tetap” menimbulkan perbedaan interpretasi yang dapat disalahgunakan oleh 

oknum notaris. Oleh karena itu, prinsip kepatutan dan kewajaran digunakan sebagai 

dasar moral dan etis untuk menilai tindakan notaris dalam konteks tersebut. Prinsip 

ini bertujuan untuk menjaga profesionalitas, independensi, dan integritas notaris 

agar tidak menyalahgunakan kewenangan. Penelitian ini bersifat yuridis normatif 

dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasilnya menunjukkan 

bahwa prinsip kepatutan dan kewajaran harus ditafsirkan secara kontekstual oleh 

Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan Notaris untuk mencegah pelanggaran 

etika. Selain itu, diperlukan peraturan pelaksana yang lebih tegas dan terperinci 

untuk menghindari multitafsir dalam penerapan ketentuan pasal 

19 ayat (3) UUJN. 
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ABSTRAK 

 

 

 

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk 

membuat akta otentik sebagai alat bukti hukum yang sah dalam berbagai urusan 

perdata. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib berkedudukan di wilayah 

yang telah ditetapkan dan tidak diperkenankan secara terus-menerus melaksanakan 

kewenangannya di luar tempat kedudukannya. Namun, praktik di lapangan 

menunjukkan bahwa masih terdapat Notaris yang menjalankan tugas di luar 

kedudukannya dengan dalih fleksibilitas pelaksanaan jabatan. Hal ini menimbulkan 

pertanyaan hukum mengenai batasan tindakan Notaris berdasarkan prinsip 

kepatutan dan kewajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis 

bagaimana prinsip kepatutan dan kewajaran dapat diterapkan sebagai batasan dalam 

pelaksanaan jabatan Notaris di luar tempat kedudukan. Penelitian ini menggunakan 

metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip kepatutan dan kewajaran berperan 

penting dalam mengisi kekosongan norma yang tidak secara eksplisit mengatur 

larangan mutlak, namun tetap menuntut kehati-hatian dan profesionalisme Notaris. 

Prinsip ini mengacu pada nilai moral, etika, dan kebiasaan hukum yang berkembang 

dalam masyarakat, serta menjadi ukuran dalam menilai layak atau tidaknya 

tindakan Notaris. Oleh karena itu, Notaris harus memahami batasan-batasan 

tersebut secara komprehensif untuk menjaga integritas profesi, kekuatan hukum 

akta yang dibuat, serta kepercayaan publik terhadap layanan kenotariatan. 
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ABSTRACT 

 

 

 

A Notary Public is an official authorized to produce authentic deeds that serve as 

valid legal evidence in various civil matters. In carrying out their duties, a Notary 

is required to be domiciled within a designated jurisdiction and is prohibited from 

consistently exercising their authority outside this area. However, in practice, some 

notaries still perform their duties outside their official domicile, citing flexibility in 

fulfilling their role. This raises legal questions concerning the boundaries of such 

actions, particularly in light of the principles of propriety and fairness. This 

research aims to examine how these principles can be applied as limitations on the 

notary’s authority when acting outside their place of domicile. Using a normative 

juridical method, the study analyzes legislation and relevant case studies. The 

findings reveal that the principles of propriety and fairness are crucial in addressing 

regulatory gaps where absolute prohibitions are absent but professional prudence 

is expected. These principles are rooted in moral values, professional ethics, and 

legal customs in society, serving as benchmarks to assess whether a notary’s actions 

are appropriate. Therefore, a notary must comprehensively understand these 

limitations to uphold professional integrity, ensure the legal strength of their deeds, 

and maintain public trust in notarial services. 
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